
 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 
NOMOR 05 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang 
Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan 

Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Dati II di Kalimantan  sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda; 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan  
WALIKOTA SAMARINDA 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 

 
 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Samarinda. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada 
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala 

daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 

Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai 
kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi 

masing-masing. 
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9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda 
selaku Kepala SKPD yang karena kedudukannya sebagai 
Pejabat pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan 

sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan 
Keuangan Daerah  mempunyai tugas dan kewajiban 

membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan 
mengkoordinasikan Dinas daerah dan lembaga Teknis 
Daerah. 

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan daerah Kota Samarinda dan peraturan 
pelaksanaannya berupa Peraturan Kepala Daerah, 

Keputusan Kepala Daerah dan/atau Instruksi Kepala 
Daerah. 

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol 
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang 
merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda 

dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat daerah Kota Samarinda. 

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 
Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Samarinda.  

13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP Kota 
Samarinda sebagai aparat Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan 
perda, peraturan/keputusan kepala daerah serta 

memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan 
kebijakan perlindungan masyarakat daerah Kota Samarinda. 

14. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah 

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan 
kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. 

15. Perlindungan masyarakat adalah salah satu komponen 
pendukung pertahanan negara yang berasal dari kekuatan 

masyarakat dalam membantu pertahanan negara, membantu 
penanggulangan bencana, membantu aparat pemerintah 
dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat serta membantu kegiatan sosial 
kemasyarakatan lainnya. 

16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas 
tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam 

suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan. 

17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
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BAB  II 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Samarinda. 

 
 

BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 3 
 

(1) Satpol PP merupakan perangkat daerah sebagai unsur 

pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan 
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasat yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah.  
 

Bagian Kedua  

Tugas  
 

Pasal 4 
 

(1) Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan 

pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-
tugas Kepala Daerah dalam perumusan, perencanaan 
kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan 

Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan 

pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan 
perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman prosedur 
tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP serta 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan 

penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 
secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatas, Satpol PP berada dan 

berintegrasi dalam sistem keamanan daerah. 
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Bagian Ketiga 

Fungsi 
 

Pasal 5 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pasal 4 

diatas, Satpol PP mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda 

dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan 
keteriban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
perlindungan masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan 
Peraturan/Keputusan Walikota; 

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan 
Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya; 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 
hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda 
dan Peraturan/Keputusan Walikota; dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya. 
 

(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g meliputi: 

a. mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan 
produk hukum daerah; 

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP 

termasuk pejabat negara dan tamu negara; 

c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang 
belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan;  

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan 

pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;  

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan 
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala 

massal; dan 

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang 

diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

 
 


